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SURAT PERNYATAAN
NOMOR. OT.03.04.3.5.09.25.116

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nova Emelda, S.Si, MS, Apt

NIP ; 19741006 200003 2 001

Jabatan : Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Unit Kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat
Adiktif

Dengan ini saya menyatakan bahwa data pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang dilaporkan pada laporan ini adalah benar dan merupakan data hasil respon yang
diberikan oleh responden survei atas layanan yang diberikan.

Saya paham dan menyadari bahwa data yang dilaporkan memiliki dampak penting
dalam berbagai aspek, antara lain penilaian kinerja organisasi dan perbaikan
berkelanjutan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan
keakuratan data yang dilaporkan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau ketidakakuratan dalam
data yang dilaporkan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan tanggung
jawab yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan
dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 September 2025

Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif

Nova Emelda, S.Si., MS., Apt.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan
penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat
kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi
penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja
pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Direktorat Pengawasan Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan survei
kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan
digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam
rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan
harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga
disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode

sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2  Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan
pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:
1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan

publik secara periodik;
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3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi
penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintabh;
Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi

penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data
Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Direktorat

Pengawasan Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif namun tetap dikoordinasikan oleh Tim Kerja

Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei

Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada aplikasi SapaAPIP yang
disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan
yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Direktorat Pengawasan Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif yaitu:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui
berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta
pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
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masyarakat. Unsur ini jJuga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan
serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman

7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4  Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu
satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan survei hingga mendapatkan indeks
kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian

tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan SKM tahun 2025

No. Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan

1. | Persiapan pelaksanaan

a. Pengumpulan data jenis dan | Minggu Il Januari s.d. Minggu IV Februari 2025

pengguna layanan

b. Penetapan target responden Minggu | s.d. lll Maret 2025
survei dan penyiapan tautan
survei
2.  Pelaksanaan survei oleh UPP 15 April s.d. 18 Juli 2025
3. | Pengolahan survei Minggu Il April s.d. Minggu Il Agustus 2025*
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No. Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan

4. | Pelaporan survei oleh UPP Minggu Il s.d IV Agustus 2025

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan total sebanyak 310 orang dan
sampel sebanyak 72 responden, dengan rincian jumlah populasi dan sampel per jenis

layanan sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian jumlah populasi dan sampel per jenis layanan

Populasi selama

No. Jenis Pelayanan Sampel
Tahun 2024
Analisis Hasil Pengawasan Dalam Rangka
1 | Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan 49 13
Prekursor
2 | Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat 218 48
3 | Persetujuan lklan Obat 43 11
Jumlah 310 72
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BAB I

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperoleh yaitu 72 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian karakteristik responden

No Karakteristik Indikator Jumlah | Persentase

1 | Jenis Kelamin Laki-laki 28 38,9%

Perempuan 44 61,1%
Pendidikan SMA/Sederajat 0 0%

D1/D2/D3 9,7%

D4/S1 27 37,5%

S2/Profesi/S3 38 52,8%

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa* 4,2%

Pegawai BUMN/D 4 5,6%

Pegawai Swasta 63 87.5%

Wiraswasta 2 2 8%

Usia < 25 Tahun 1 1,4%

26 — 30 Tahun 16 22.2%

31— 35 Tahun 17 23,6%

36 — 40 Tahun 14 19,5%

2 41 Tahun 24 33,3%

Kategori Pengguna Non Disabilitas 72 100%
Layanan Disabilitas 0 0%
Kategorisasi Jenis Disabilitas Fisik 0 0%
Disabilitas Disabilitas Intelektual 0 0%
Disabilitas Mental 0 0%
Disabilitas Sensorik 0 0%

*Adanya responden dengan pilihan pekerjaan pelajar/mahasiswa dimungkinkan
karena kesalahan pengisian oleh responden, mengingat responden yang dikirimkan
tautan survey merupakan representatif dari perusahaan penerima layanan.
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2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi dan diperoleh hasil sebagai
berikut :

Tabel 4. Nilai SKM Per Unsur pada Jenis Layanan

Nilai

Jenis Layanan Ul U2 u3 u4 us u6 u7 us u9 SKM

AHP dalam | 91.03 | 91.03 | 90.60 | 96.15 | 91.03 | 93.59 |93.59 |92.31 |88.46 |91.98
Rangka Ekspor
Impor NPP

SKI Obat dan | 90.97 | 92.01 91.09 | 95.14 | 91.67 | 92.36 93.40 92.36 90.97 92.22
Bahan Obat

Persetujuan 96.97 | 100.00 | 96.97 | 98.48 | 96.97 | 98.48 100.00 | 96.97 95.45 97.81
Iklan Obat

Rerata IKM Per | 91.90 | 93.06 91.90 | 95.83 | 92,36 | 93.52 94.44 93.06 91.20 93.03
Unsur

IKM Unit 93.03
Layanan

Mutu Unit A (Sangat Baik)
Layanan

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Pengawasan Keamanan,
Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Sangat Baik, dengan nilai IKM sebesar 93,03.
Tabel 5. Perbandingan Nilai IKM per unsur layanan tahun 2024 dan 2025

Unsur Pelayanan 2024 2025 Naik/

Turun

Ul | Persyaratan 91,31 91,90 0,59
U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 91,08 93,06 1,98
U3 | Waktu Penyelesaian 90,53 91,90 1,37
U4 | Biaya/Tarif 94,84 95,83 0,99
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 91,31 92,36 1,05
U6 | Kompetensi Pelaksana 92,49 93,52 1,03
U7 | Perilaku Pelaksana 93,66 94,44 0,78
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 92,49 93,06 0,57
U9 | Sarana dan Prasarana 92,49 91,20 -1,29
Nilai SKM Unit Layanan 92,24 93,03 0,79
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Keterangan:
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 — 100,00)
Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 — 76,60)
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 — 64,99)

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa unsur Sarana dan
Prasarana (U9) mendapatkan nilai terendah yaitu 91,20. Pelaku usaha mengeluhkan
lahan parkir yang terbatas di area Badan POM pada saat sedang berkonsultasi tatap
muka. Terkait hal ini telah ditetapkan kriteria pengguna parkir di lingkungan BPOM
sesuai Surat Penyampaian Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di Lingkungan Badan
POM Nomor B-RT.02.25.252.10.23.361 tanggal 18 Oktober 2023. Kemungkinan
pelaku usaha datang di hari saat pelayanan tatap muka sedang ramai sehingga lahan
parkir kurang memadai.

Unsur dengan nilai terendah selanjutnya yaitu Persyaratan (U1l) dan Waktu
Penyelesaian (U3) yang mendapatkan nilai 91,90 adalah nilai terendah kedua. Terkait
persyaratan, keluhan pelaku usaha yaitu “Adanya perbedaan persepsi terkait
dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan dan ketepatan persyaratan Surat
Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat”, hal ini dapat disebabkan oleh belum
seragamnya pemahaman antar evaluator SKI, dan adanya transisi personel baru.
Terkait hal tersebut, Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP telah
melaksanakan kegiatan “Sharing Knowledge dalam Rangka Refreshment Evaluator
dan Update Isu-Isu Pada Saat Evaluasi SKI, AHP, dan CPP” pada tanggal 6 Mei 2025,
sehingga dapat memitigasi kesalahan dalam melakukan evaluasi permohonan
penerbitan izin. Dalam penilaian unsur Waktu Penyelesaian, tidak terdapat masukan
atau keluhan pelaku usaha terkait pelayanan SKI, AHP ataupun Persetujuan lklan
Obat. Terkait adanya satu masukan pengguna layanan terkait perlu peningkatan
responsivitas terhadap konsultasi SAS (Special Access Scheme) yang bukan
merupakan layanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif memang seringkali salah
sasaran. Petugas pelayanan publik telah memberikan informasi lanjutan pada setiap
pengguna layanan yang berkonsultasi melalui kanal pengaduan kami, dengan
memberikan kontak nomor konsultasi yang sesuai untuk konsultasi SAS yaitu kepada
Direktorat Registrasi Obat.
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Begitu juga unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan termasuk tiga unsur
terendah dengan nilai 92,36. Berdasarkan hasil identifikasi saat pelayanan, hal ini
disebabkan pengguna layanan belum memahami dengan baik dan benar produk
spesifikasi pada setiap layanan. Berdasarkan hasil survei, nilai yang relatif lebih
rendah ditunjukkan pada hasil survei pada layanan AHP dalam Rangka Ekspor Impor
NPP (91,03) dan Layanan SKI Obat dan Bahan Obat (91,67). Sebagai tindak lanjut,
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik
dan Permintaan masukan terhadap Standar Pelayanan pada tanggal 16 Mei 2025.
Adapun kegiatan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali.

Secara keseluruhan, hasil SKM 2025 menunjukkan bahwa pelayanan publik di
lingkungan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif berjalan dengan sangat baik.
Penurunan nilai pada beberapa unsur dan jenis layanan yang terjadi, tidak menjadi
indikator penurunan mutu secara umum, melainkan menjadi bahan evaluasi dalam
karena adanya peningkatan ekspektasi pengguna terhadap layanan di Direktorat
Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif.

Dengan tindak lanjut yang telah dilakukan dan berkelanjutan, Direktorat
Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang prima. Uraian rinci terkait tindak lanjut yang telah

dilakukan terhadap unsur-unsur layanan akan disajikan dalam Tabel 6 di bawah ini.
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Tabel 6. Tindak Lanjut Hasil SKM 2025 Berdasarkan Unsur Jenis Layanan

No Unsur Penyebab Rencana Tindak Lanjut Waktu PIC Status
1 | Sarana dan Pengguna layanan N/A Sudah Ketua Tim Kerja Closed
Prasarana mengeluhkan terbatasnya dilaksanakan | Peningkatan
(91.20) area parkir di Lingkungan Pelayanan Publik
BPOM.
Penetapan kriteria
pengguna parkir di
lingkungan BPOM sesuai
Surat Penyampaian
Fasilitas Parkir Kendaraan
Bermotor di Lingkungan
Badan POM Nomor B-
RT.02.25.252.10.23.361
tanggal 18 Oktober 2023.
2 | Persyaratan Adanya perbedaan Melaksanakan kegiatan Sudah Ketua Tim Kerja Closed
(91.90) persepsi terkait dokumen | Sharing Knowledge dalam dilaksanakan | Pengawasan Eksim
yang diperlukan untuk Rangka Refreshment pada tanggal [ ONPP
kelengkapan dan Evaluator dan Update Isu- 6 Mei 2025
ketepatan persyaratan Isu Pada Saat Evaluasi SKI,
Surat Keterangan Impor AHP, dan CPP sehingga
Obat dan Bahan Obat dapat memitigasi kesalahan
dalam melakukan evaluasi
permohonan penerbitan izin.
3 | Waktu Pengguna layanan SAS bukan merupakan Sudah Ketua Tim Kerja Closed
Penyelesaian mengeluhkan perlunya layanan Ditwas dilaksanakan | Peningkatan
(91.90) peningkatan respon KMEIONAPPZA. Pada sesi | pada Januari | Pelayanan Publik
konsultasi terutama untuk | konsultasi, petugas 2025
konsultasi SAS pelayanan publik akan
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No Unsur Penyebab Rencana Tindak Lanjut Waktu PIC Status
memberitahukan kontak
konsultasi SAS yang sesuai
kepada pengguna layanan.
4 | Produk Pengguna layanan belum | Pelaksanaan Forum Telah Ketua Tim Kerja Closed
Spesifikasi memahami dengan baik Konsultasi Publik dan dilaksanakan | Peningkatan Kualitas
Jenis dan benar produk Permintaan masukan pada 16 Mei | Pelayanan Publik
Pelayanan spesifikasi pada setiap terhadap Standar Pelayanan | 2025
layanan. secara berkala (paling
(92.36) sedikit 1 tahun sekali)
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Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk
melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa saran dan
masukan yang didapatkan saat pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan perlu
menjadi perhatian untuk dibuatkan rencana tindak lanjut sesuai Tabel 7 yaitu sebagai

berikut;

Tabel 7. Tindak Lanjut Saran dan Masukan Berdasarkan Jenis Layanan

No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline
(DD-MM-YY)
1. Surat Untuk verifikator agar lebih | Hal ini  karena  adanya | Sudah terlaksana
Keterangan teliti lagi dalam memeriksa | gangguan/error pada sistem.
Impor dokumen SKI, karena kami | Saat sistem error penanganan

sering mengupload
sesuai tolakan BPOM
namun tetap  ditolak

dengan alasan Lampiran
belum dikirimkan padahal
sudah. Selain itu mohon

untuk cek NIE sampe
halaman terakhir karena
terkadang meminta
dokumen form registrasi
padahal sudah kita
lampirkan  di  halaman

selanjutnya.

Pelayan sudah cukup baik,
tetapi terkadang
membutuhkan waktu yang
lama untuk respon. Mohon

dilakukan oleh Pusdatin, Ditwas
KMEIONAPPZA akan
menyampaikan keluhan/
pengaduan kepada Pusdatin

untuk  system dapat

diperbaiki karena

seringkali error.

Sejauh ini BPOM | Telah dilaksanakan kegiatan | Sudah terlaksana
merupakan lembaga | Sharing Knowledge dalam | padatanggal 6 Mei
pemerintah yang cukup | Rangka Refreshment Evaluator | 2025

cepat dalam meresponse,
namun terkadang masih
ditemukan perbedaan
persepsi terkait tafsir dari
peraturan BPOM yang
disampaikan oleh
evaluator dari masing-
masing bidang, semoga
kedepannya bisa lebih
seragam Terima kasih

dan Update Isu-Isu Pada Saat
Evaluasi SKI, AHP, dan CPP
pada tanggal 6 Mei 2025
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No.

Jenis Layanan

Saran/Masukan

Tindak Lanjut

Timeline
(DD-MM-YY)

Untuk pelayanan saat ini
sudah sangat baik, namun
perlu diseragamkan lagi
untuk standart penilaian
setiap evaluator.
Terimakasih banyak

Persetujuan
Iklan Obat

Layanan Iklan Obat
merupakan salah satu
contoh proyeksi yang baik di
Badan POM vyang terjadi
antara kerjasama antara
0SS (BPKPM) dan sistem
BPOM (SIAPIK) yang telah
eksisting, namun mampu
mengakomodir/
mengintegrasikan  sistem
baru dan yang sudah ada
dapat berjalan baik. Hanya
ada sedikit kendala minor
yang sesekali masih terjadi
gangguan teknis seperti
penerbitan SPB ataupun
SK. Namun tidak menjadi
suatu kendala yang berarti.
Terima kasih.

Saat ini Direktorat
Pengawasan KMEI bersama
dengan Pusdatin sedang
dalam tahap pengembangan
SIAPIK

TW IV 2025

Terima kasih atas
pelayanan primanya
Masukan : agar siapik dapat
diupgrade

Saat ini Direktorat
Pengawasan KMEI bersama
dengan Pusdatin sedang
dalam tahap pengembangan
SIAPIK

TW IV 2025

Biaya pengajuan iklan untuk
jalur notifikasi dibedakan
dengan jalur reguler.

Melakukan koordinasi dan
pengawalan penetapan Revisi
PP 32 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang saat ini sedang
dalam tahap harmonisasi.

TW IV 2025
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2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Pengawasan Keamanan,
Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
dapat dilihat melalui grafik berikut :

MNILAI SKM DITWAS KMEI
TA 2021 s.d 2025
93.03
2021 2022 2023 2024 2025

Gambar 1. Grafik Nilai SKM 2021 s.d 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 5
tahun terakhir terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu
dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
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Perbandingan SKM 2024 dan 2025
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Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SKM tahun 2024 dan 2025
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Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja
pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan. Antara lain dengan adanya
program inovasi yang dilaksanakan berupa percepatan evaluasi, simplifikasi alur

permohonan dan persyaratan layanan.
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BAB Il
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Direktorat Pengawasan Keamanan,
Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
periode tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur
pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2024

No Unsur IKM

1 Persyaratan 91,31
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 91,08
3 Waktu Penyelesaian 90,53
4 Biaya/Tarif 94,84
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 91,31
6 Kompetensi Pelaksana 92,49
7 Perilaku Pelaksana 93,66
8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 92,49
9 Sarana dan Prasarana 92,49

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Direktorat
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut
perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode tahun 2024. Berkaitan dengan
hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
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Tabel 8. Tindak Lanjut Hasil SKM Tahun 2024

sosialisasi melalui sosial
media.

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN IMPOR (SKI) OBAT
DAN BAHAN OBAT pada instagram
kmei.bpom dan Website KMEI. Tidak
ada kendala yang berarti.

No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan
Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)
(Sudah/Belum)
1 Penyusunan materi| Sudah 1. Menyusun dan mempublikasikan

‘STANDAR PELAYANAN PERMOKONAN SKI

Menyusun dan mempublikasikan
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN ANALISIS HASIL
PENGAWASAN (AHP) NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
FARMASI pada instagram kmei.bpom
dan Website KMEI. Tidak ada kendala
yang berarti.

C: A '.

STANDAR PELAYANAN PERMOHINAN AHP
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan

Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)

(Sudah/Belum)

3. Menyusun dan mempublikasikan
STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN IKLAN OBAT pada
instagram kmei.bpom dan Website
KMEI. Tidak ada kendala yang berarti.

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN IKLAN 0BAT

~H0Gum O

Penyusunan materi| Sudah Menyusun materi leaflet Standar | a. Permohonan Surat Keterangan Impor (SKiI)
2. sosialisasi melalui leaflet Pelayanan:
pada 9 Agustus 2024
dan telah ditempatkan
pada loket A dan B
Gedung Athena Lantai 4
pada 12 Agustus 2024.

a. Permohonan Surat Keterangan
Impor (SKI)

b. Permohonan Analisis Hasil
Pengawasan (AHP)  Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi

c. Persetujuan lklan Obat

Tidak ada kendala yang berarti.
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

IDEPUTI BIDANG PENGAWASAN J

PIKOTROMAPREKURSGR, DAN
ZAT ADIKTIF "y J

Standar Pelayanan
;ﬂguhunanl Surat
eterangan Impor

5

LAYAMAN KONSULTASI, \
PENGADUAN, SARAN DAN
MASUKAN | APRESIASI

an-pm
Laikat B, Sedung Athana Lantai 4

@mm

g (071 4245523
AR (o1 az¢ 4551 01 1075

DIREKTORAT PENDAWASAN KEAMAMAN, MUTU,
DAN EKSFOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA,
PEIKOTROFIKA, FREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Budg Ramgeh Lol &

BADAN PENOAWAS OBAT DAM MAKAMAN
desban Parcatakin Magans Mamar 23,

ki Pusal
IDEED.
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

Obat

SISTEM, MEKANISME JANGKA WAKTU
(D A AL DAN PROSEDUR PELAYANAN
* = - L—

@ PRODUK / LAYANAN

e

b. Permohonan Analisis Hasil Pengawasan (AHP)
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

(@) miava rrasie e MO

Rp.250.000 ‘%

(Ekspor/impor}

@ PRODUK | LAYANAN

Sertifikat Analisis Hasil

DEPUTI BIDAKD PENDAWASAN

PRIKOTROPIKA PREKURSGR, DAR
AT ADIKTIF

LAYAMAN KONSULTASI, \

PENGADUAN, SARAN DAN
MASUKAN | APRESIASI

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMAMAN, MUTU, DAN
EKSPOR IMPOR OBAT, HARKS PEIKCTROFIKA,
PREKURSOR, DAN 24T ADIKTIF

Suska Raneeh Latal ©
BADAN PENGAWAS CBAT DAN MAKAMAN
dalan Percetakon| Mlanar 23,
doketa Pusal
I0Ea0
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

@ PERSYARATAN

SISTEM, MEKANISME
DAN PROSEDUR

c. Persetujuan Iklan Obat

g

[——

‘

JANGKA WAKTU
PELAYAMAN

sLa:
3 [ugal e

ST
e

dam Palzyarer:
Senin-Eamis : 0803 - 16,30
+ om0 - win
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

LAYANAN KONSULTASI, PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN / APRESIASI

& Tatap Muka:
Lokst B, Gedung Athanc Lantai 4

@ 0812.9692.0939

e (021} 4245623

(021} 4264891 EXT 1075

cksimonpp@amall com
sksimonpp@pomgaid

@ Lapor.go.id

; seen ovor ncraunos)

J Maxcumar Peeavasas
e NOCTA DGR Galt WYL 8 BP5 W

STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN IKLAN

TAHUN 2024
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

Dasar Hukum

Parka Badon POM No 2 Tahun 2021 Tantang
Padaman Pangawssan Parklanan Obat

>~ g

* Surat parsatuion ain edar Obat
. R.n'-canqm el yersg disotjur o el yerg

. mmnpaﬂ Tan berupe
a peionads Lok media visuel;
B bevupa 2k wituk media audio;
& steryboard untuk media audie vaual
* Storybeord hans memanat kelantuan daom
satu haioman paing banyak tand darl &
fance) frome yorg disingkop dengan deatripal
dan norasi pode masing-masing frome;
» Dokuman tarematian Hon yong mergguncken
bahesa csing sekain bahaas Inggvis ke dolam.
bahesa Indorssa dor pim’nmuh tarsuenpaly
* Dokuman taremahan IHen yong mergguocken
oo daach ka dclam BaNGIO Indanosio;

@ Sistem, Mekanisme dan Prosedur

* Telah terintegrasi
+ Buat pangejvont

¥ OSS

iy

Kategori Notifikasi
Sumchan

Badun pOM

e Jangka Waktu Pelayanan

SLA:

‘a.Jalur Notifikasi : 1 Hari Kerja
bJalur Kategori Minor : 10 Hari Kerja
e.Jalur Kategori Mayor : 25 Hari Kerja

2

W% Jam Pelayanan:
Senin-Kamis : 08.00 - 16.30
Jumat 1 08.00 - 16.00

Kategori Minor dan Mayor

Pemchin

Rp. 200.000,-/Versi
/ian/Produk

23

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA




No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan
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Brosur SP di Loket A (Persetujuan Iklan Obat) dan Loket B (SKI Obat dan AHP NPP)
Gedung Athena Lantai 4

a. LoketA

b. LoketB
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan
Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)
(Sudah/Belum)
3. Pengajuan permohonan| Sudah Pembuatan sistem e-bpom 4.0 TL SKM Waktu Penyelesaian untuk Layanan AHP

AHP melalui sistem baru
exim.pom.go.id dan
koordinasi dengan
Pusdatin BPOM.

(exim.pom.go.id) untuk  pengajuan
permohonan AHP. Namun sampai saat
ini masih terdapat beberapa kendala
sistem e-bpom 4.0 maupun e-bpom dan
kendala tersebut dikoordinasikan dengan
Pusdatin

(Sistem e-bpom 4.0 baru https://exim.pom.qgo.id/)

RS HTe—r—
3 " H
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetokon Negora No. 23 Jokorto Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox : 4245139

BADAN POM Emoil : holobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
Nomor B-PW.01.14.35.08.24.1365 Jakarta, 22 Agustus 2024
Lampiran -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Kendala
Sistem e-bpom NPP
Yth.

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2. Pengembang e-bpom 4.0
di Tempat

Sehubungan dengan adanya kendala yang dialami oleh pelaku usaha dan evaluator pada
pengajuan Permohonan Analisis Hasil Pengawasan (AHP) melalui exim.pom.go.id, kami
mengundang Saudara untuk hadir secara daring dalam pembahasan kendala sistem e-bpom

NPP yang dilaksanakan pada:
HariTanggal : Jum'at, 23 Agustus 2024
Wakiu : 09.00 - selesai
Tempat : Zoom Meeting
Personal Meeting ID : 3650708755
Passcode + 032839
Demikian gan ini kami ikan, atas ian dan kerj ya di terima
kasih.
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT
DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

LAPORAN
Yth. : Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
Markotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Dari : Ketua Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP
Hal : Laporan Rapat Evaluasi Hasil Implementasi Pengajuan Permohanan

Analisis Hasil Pengawasan Ekspor MNarkotika, Psikotropika, dan
Prokursor melalul exim.pam.go.id
Tanggal : 23 Agustus 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Evaluasi Hasil Implementasi
Pengajuan Permohonan Analisis Hasil Pengawasan Ekspor Markotika, Psikotropika, dan
Prekursor melalui exim.pom.go.id, terkait implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan No 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis
Hasil Pengawasan dalam angka Impor dan Ekspor Markotika, Psikotropika, dan
Prekursor dan integrasi sistem Perizinan NPP dalam sistem Single Submission (SSm)
untuk pengajuan AHP impor serta pengajuan AHP ekspor telah melalui exim.pom.go.id,
kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dengan dihadin
oleh Pusdating Tim Pengembang exim.pom.go.id dan Tim Kerja Pengawasan
Eksim ONPP Ditwas KMEIONAPPZA

2. Proses pengajuan AHP Impor melalui S5m Perizinan NPP masih mengalami
kendala antara lain sebagai berikut -

a. Pengiriman pengajuan AHP impor dari 55m ke e-bpom NPFP gagal dilakukan

dengan notifikasi "Proses Penerimaan oleh BPOM gagal”
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan

Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)

(Sudah/Belum)

b. Pengembalian aju AHP yang ditolak karena ada permintaan tambahan data
darl evaluator tidak dapat dilakukan dengan notifikasi “Proses Penerimaan oleh
BPOM gagal”

3. Proses evaluasi AHP impor dan ekspor melalui exim pom.go.id masih mengalami

kendala antara lain sebagai berikut:

a. Untuk akun PBF pemilik izin Impartic Terdaftar (IT) Kolom upload CDOB dan

IT masih dalam satu kolom sehingga tidak bisa terihat masa berlaku CDOB
dan ITnya.

. Pemohon tidak dapat menemukan SPE sebelumnya pada saat [ i)

c. Pemohon sebelumnya tidak melakukan input produk jadi pada akun super
admin di menu daftar produk sehingga nama zat khasiat tidak muncul pada
draft sertifikat AHP

. Tidak tersedia kolom upload matriks dan telaah oleh evaluator

o

o oo

. Kolom isian jumlah yang disetujui sudah terisi dengan jumlah sesuai
permohonan dan tidak dapat diubah
. Pusdatin dan Tim pengembang exim.pom.go.id telah memperbaiki kendala

-

sesuai poin 2 dan 3.

m

. Jika terdapat kendala lain dalam proses permohonan AHP akan dikoordinasikan
lebih lanjut melalui grup diskusi melalui whatsapp.

Demikian kami sampaikan, Mohon arahan Ibu lebih lanjut. Terima kasih

Sri Rahajl, S.IP., MSL. /|
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan

Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)

(Sudah/Belum)

Melakukan optimalisasi| Sudah Melakukan optimalisasi evaluator melalui
evaluator melalui refreshment peraturan dan ketentuan
refreshment  peraturan iklan obat

dan ketentuan iklan obat

sehingga proses

evaluasi  permohonan
persetujuan iklan obat
oleh evaluator dapat
dilaksanakan  dengan
lebih cepat.

Iklan obat adalah setiap keterangan atau pernyataan
mengenai Obat dalam bentuk gambar, tulisan, atau
bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara
untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat.

Iklan obat harus memenuhi kriteria Objektif,

Lengkap dan Tidak Menyesatkan @
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan

Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)

(Sudah/Belum)

Daftar Hadir Kegiatan
Dan Ekspor Impor Obat, Narkotiks, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adikli!

Agerds : Refresnmen Irtesnsl Evsbisior an Db
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Wik : Rabu, 16 Okiober 2024 00:00 s/d Selesai
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[y ——
Ko, b B Ekspon
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

Tim Informasi O... Ruth_KMEI
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan
Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)
(Sudah/Belum)
3 Melaksanakan  Forum| Sudah Melaksanakan Forum Konsultasi Publik

Konsultasi Publik dan

Permintaan masukan
terhadap Standar
Pelayanan secara

berkala (paling sedikit 1
tahun sekali)

pada hari Selasa, 28 Mei 2024 bertempat
di Fieris Hotel — Rawamangun, Jakarta
dan Zoom Meeting dengan Peserta FKP
Peserta kegiatan terdiri dari peserta
internal dan eksternal dengan rincian
sebagai berikut:

1) Peserta eksternal: a) Kementerian
PAN-RB; b) Ombudsman RI; ¢)
Akademisi dari FK Universitas Indonesia;
d) Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia  (YLKI); e) Gabungan
Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI); f)
Indonesia Pharmaceutical Manufacturer
Group (IPMG); g) Media dari aktual.com
h) 30 (tiga puluh) pelaku usaha hadir
luring dan 181 (seratus delapan puluh
satu) pelaku usaha hadir daring

2) Peserta internal: a) Direktur
Pengawasan Keamanan, Mutu dan
Ekspor Impor Obat dan NAPPZA; b)
Pelaksana layanan publik Penerbitan
SKI, AHP dan Persetujuan Iklan Obat; c)
Tim Kerja Teknis dan Reformasi Birokrasi
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu

LAPORAN q

PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif

Badan Pengawas Obat dan Makanan

KX]
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No

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah
Ditindaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon
Dijabarkan ditambahkan
tantangan/hambatan yang dihadapi)

Dokumentasi Kegiatan

dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA; d)
Unit Kerja di Kedeputian 1, 2 dan 3; e)
Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

-
"N ANe SN,

-

& e -Cases0amc
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No | Rencana Tindak Lanjut| Apakah RTL Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Telah Dijabarkan ditambahkan
Ditindaklanjuti | tantangan/hambatan yang dihadapi)
(Sudah/Belum)
4 Membuat catatan untuk| Sudah Membuat catatan  tolakan  untuk oJ ¢ cmmpmm=e = iy

tolakan tambahan data
secara detail, dan
ditambahkan informasi
kepada pemohon SKI
jika permintaan
tambahan data belum
dimengerti dapat
melakukan konsultasi
melalui WA/email

tambahan data pada pengajuan SKI
secara detail dan tiinformasikan untuk
berkonsultasi terlebih dahulu melalui WA
konsultasi 081282349350

<

=

(04

c 25 e-bpom.pom.go.id/indexphp

Google Chroma st your defaut browser
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s o
e
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BAB IV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode mulai 15 April - 18 Juli 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 72 orang mengisi SKM pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Layanan Surat Keterangan Impor Obat
dan Bahan Obat menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari

jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 48 orang.

2. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, secara
umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM
93,03. Nilai SKM Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menunjukkan
konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun
2021 hingga 2025.

3. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana;

Persyaratan; Waktu Penyelesaian; dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

4. Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Direktorat
Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif, telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak
100%.

Jakarta, 1 September 2025

Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif,

NIP. 19741006 200003 2 001
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LAMPIRAN

1. Kuesioner SKM 2025

Survei Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Surat keterangan impor obat dan bahan obat
Tahun 2025

RESPONDEN @ KUESIONER @ KUESIONER @ SARAN & MASUKAN
Keterangan ldentitas A Kualitas Pelayanan Publik B. Persepsi Anti Korupsi Selesai

Keterangan Responden

Nama Lengkap
Umur

Isi dengan angka saja

Jenis Kelamin O Laki-laki O Perempuan

Survei Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Analisis hasil pengawasan (AHP) narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi
Tahun 2025

RESPONDEN @ KUESIONER @ KUESIONER @ SARAN & MASUKAN
Keterangan ldenfitas A Kualitas Pelayanan Publik B. Persepsi Anfi Korupsi Selesai

Keterangan Responden

MNama Lengkap
Umur

Isi dengan angka saja

Jenis Kelamin O Laki-laki C Perempuan

Survei Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Persetujuan iklan obat
Tahun 2025

RESPONDEN @ KUESIONER @ KUESIONER @ SARAN & MASUKAN
Keterangan Identitas A Kualitas Pelayanan Publik B. Persepsi Antfi Korupsi Selesai

Keterangan Responden

MNama Lengkap
Umur

Isi dengan angka saja

Jenis Kelamin © Laki-laki ) Perempuan
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2. Data Pengolahan Hasil Pengisian SKM 2025 (berdasarkan aplikasi
sapaapip.pom.go.id)

1 [ Tahun 2025
o irekEorat Pengavazan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat, Narkotika.|
2 ik otropika. Prekursor. dan Zat Adiktif
3w T o - tempat 11 KBTS R T (NN
2o Laganan Tangysl Survei nama Usia | e [Fendiikan | Pekeriaan e P e S Tt Saran
Tarimakach stas pelaganan publ dar Tin Oirsktorat
gauasan KIE| VPP ZS, ermast desk
Konsulasiuntuk pendataran lan obel. Sesi ek
Kansultasi sangat membantu pelahu usaha uniuk|
memahamilebih dalam mengensiperaturan EPOM
tetkait ilan sehinggs dapat mendukung keatitas
seiProfesiis pelsku Uisshs cengan et ap memenuti peratutn yang
50 10412025 1315 Anvisan Paramita S ool Perempusn | osoaaiaansoa Pegavsisrosta _|PT | o sfsls|cl o o of o s o btk Terinabosh|
& 2 fFume i) Lo 2FTeEA| Sl | o v [T Gona s Lbmmra Tt I A R A T
Tur iz Pelaganan Kion Do, Sangat mambann
c2Profesiic dan cepat Manetitk anperzsiujan ilan Sausi
7ls o Labisati smseeTonts |3 Pogunizwists | PTERATARA MEMALA T I 1 O S O targot Terimakasi
Layanan Kian Dbt merupakan saah satu contoh
progeksi yang bk i Badan POM yangteriadiantara
Keriasama antora 05 (BPKFIV) den sstem BP0
(SIAPIK) g telsh eksizting, amum mampu
dcomod mengintgaizkan sztem bar dor
yang sudah ada dapat beraan baik Hanya ada stk
Kendala minor yang sesek i masih teriadi gangouan|
tekris seperipeneritan SPE ataupun SK.hamur|
2|4 i 00822025 14,45 Sk Sakim 4] orempun Pegusizussts | PTWadtrms Lab ol ef elelelel ef o o ef ¢ Tuimakash.
ER o 0] Forempuan BT e 5 R A
Stk an KUl 2 plagann i o2pn i
I 28] Perempuan Pogawsisvasta__|FT ss| 6| el6|slsl o sf o 6f & petsganin|
Dalam perclehan Persetuian I an Obat sangal|
cepat e s dengan timelne yang sudah dite apkan.
17 Za202s 053] Yolanda Fista S 38 Perempuan Pegavaiswista | PT. Combighar ss 8| ofslsls| 5| 5| o g s
128 2025 1601 s i b [E 5305750 | SEPrafelE er e 5 R O A
C2Profesiis P elganan pulizudsh beraan dengan ik dar
138 it Haviriy 26|Perempusn | sroerienaol3 sguiizuis  |PTRohsL ol ef elelelcl o 6 o ef ¢ wanzparan,
= e L2 332 peaganan pim g Miasukan 3]
A 35|Perempusn | stearisare3 PTKonime: o] sf el slss| o s o of 6 5
e Eraga pengaluan Klan Ut o notkas!dbedakan|
15 1 i 38| Perempuan snamnas |3 Pegavaiswasta | PT. Johnson & dohnson ndanesia | o ofs|s|s| o 5| 6| 6 s 5 dengan jala reguler
PEFLSAHAAN PEFSERDAN (PERSERD) PT.510
16 | 12 | Surst keteranganimpor cbat dan bshan obat 2910412025 1122| Wstin Gt Hasan Labitaki 22275 o PeguwsiEUMND_|FARIMA DISHGKAT PT. B0 FARMA(PERSERD) e e ¢ Disktorst KNAEL mant
17 T3 Surs kterangan g chat dan bahin chat ey Pogussi zwezts [T T G
18 14 Surst terangan mpor cbat dan bahan obat Cabiiait Fogawai izt [T Taturacs Primaiimy GG omogs 13 dongan haaman e
19 5 Lokilaki Pegavai swasta | PTBRENNTAG o[ 6l & m‘
20 Lahi ki Prgavaisrists | Eisailndanesia & o ¢ | |
21| 17| st keterangan impor cht dan bbin obt Labitaki EE200850( D003 | Peguvsiswizts | T, Prataps Nimals. Pt Varindo Farmstams o el ¢ Teima ks
22 [T [oust keterangan impor bt fan bian chat D St ey [EECHE Virszuasm T Mirschim Rt Dt GG Sudih b
SaFrofesits SemaRin G ingkatkan 351 pelsganamkonsutssi g
231 3010812025 1221 Fan Foslae Perempuan Vissuasta PT Signa Husada ol s Toimabash
24Tz 30042025 154 Handiyani i Pt Perempuen Pegavai swista [T, G
252 a8 Lakitii etenrstims|st i er.Ti a0l 6| slslsls| o| 5| o 5 3 s
25 |22/ st koterangan impor bt dan bitan ot 712025 0525 Ve B Labitabi e172047203( 010203 |Peguusizuszns | PT. imaes Phirms sl e 6| slslss| o] 5| o 5 s
2723 Swat koterangan mpor obaldan bahan ob: A0 0,05 it Witian ih7E062133] Fogawii izt [FTCKOOTT T I O B S
SeiProfesits Terimakasi Fengaisan 5K sesusi fmeine dankam
28 |2 0710612025 08| Tet Goren PT Pyidom Farma Tok ol of ol slo|s| o 5 o sf

SUFVEI Kepuasan Masya rakat ok Ekspor Data & HalamanAwal - Survei Kepuasan Ma
Y Urutkan &Filter | Car Q 20 v
Tahun Target Responden u1 u2 uz u4 us ue ur us ua Index Laporan
* Unit % 5 s * s : = * * s s * s * Aksi
2025 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan T2 72 91.90 93.06 9190 9583 9236 9352 09444 93.06 9120 93.03
Ekspor Impor Obat, Marketika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
Survei Kepuasan Masyarakat @ Halomon Awal  Survei Kepussan Masyarakot
Survei Kepuasan Direktorat Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Tahun: 2025
Unit Kerja: Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psiketropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
Laporan:
& Layanan
No View Layanan Target Responden uL u2 us ua us ue u7 us us Index
1 n Persetujuan iklan obat 11 11 96.97 100.00 96.97 98.48 96.97 98.48 100.00 96.97 95.45 97.81
2 u Surat keterangan impor obat dan bahan obat a8 as 90.97 92.01 91.09 95.14 9L.67 92.36 93.40 92.36 90.97 92.22
3 E Anal hasil p¢ (AHP) narkotika, , dan prekursor farmasi 13 13 91.03 91.03 90.60 96.15 9L.03 93.59 9359 9231 88.46 91.98
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM 2025
SK Tim Pelaksana SKM 2025

a.

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JL. Porcetokan Negara No. 23 Jokarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox : 4245139
Email : holobpomi@pom go.id ; Website : www.pom. go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR
IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.35.03.25.288 TAHUN 2025
TENTANG

SK PEMBENTUKAN TIM SURVE[ KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025
DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Menimbang

a. bahwa Pelayanan Publik merupakan salah satu area
Zona itas di Di F
Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,

b. bahwa dalam rangka menerapkan Zona [ntegritas melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan
pelayanan publik yang prima perlu dilakukan upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik perlu
dilakukan penilaian kinerja yang melibatkan masyarakat

terhadap layanan yang diberikan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat yang secara berkala dilakukan

d. bahwa terdapat isasi isasi dan
pegawai sehingga perlu dilakulkan pembentukan terhadap
tim kerja Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu dan Ekspor [mpor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;

e, bahwa i i

dalam huruf a, b, ¢ dan d perlu ditetapkan Keputusan
Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adilktif
tentang Tim Survei di Lingk

Di Mutu, dan Ekspor
[mpor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif,

12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Permohonan Analisis Hasil Pengawasan Dalam Rangka
Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Farmasi

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Pel Di F
Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prelcursor dan Zat Adiktif Nomor HK.02.02.35.08.24.93,

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU
DAN EKSPOR IMPOR OBAT DAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG
SK PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2025.

Membentuk dan Mengesahkan Tim Survei Kepuasan
Masyakart (Tim SKM) di Lingkungan Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu, dan Ekspor [mpor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prelcursor dan Zat Adiktif.

Tim Survei Kepuasan Masyaralat terdiri dari :
Penanggung Jawab : Nova Emelda S.Si., M.S., Apt.
Ketua : Eka rmawati Achmad, S.Farm, Apt.
Anggota

. apt. Cahya Chairunisa, S.Farm.
Apt. Ruth Febrina, S.Farm

3. Rizka Amilia Methas, S.Farm.,

Apt.

©

Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama mempunyai tugas melakukan

I analisis data, serta

melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mengingat

Keempat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman F Survei K Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Badan g Obat dan Nomor 28

Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6. Badan gAY Obat dan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

7. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat;

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 8
Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilalu Pegawai
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasulkan Bahan Obat
dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27

Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
Makanan ke Dalam Wilayah [ndonesia;

. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022
tentang Obat dan ke
dalam Wilayah Indonesia; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga
tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2025

DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU
DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA,
OTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT
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b. Publikasi Hasil SKM 2025
1) Papan Informasi

HASIL

URVEI KEPU 5
TAASYARARRY (sf(ﬁ,,")'

|
DIQEKTORAT PENCAWASAN KEAMANAN. MUTU, DAN EKSPOR IMPOR oBAT DAN NAPPZA

/surmnl(aquusan Masyarakat (SKM) Tahun 2025
" Obat,

*

akukan terhadap 3 (tiga) lay,

pada Direktorat Pengawasan Keamanan, Muty, dan Eisnor’ll'lgpur
larkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat Adiktif dil
./P‘o‘r"sn@an a ~l]_lla;t:/

anan yaitu SKI, AWP, dan
=

Hasil Survei dengan 7]umlah responden secara
yak 72

b mutu layanan Direktorat ngal
lkeds e':uru:-an dan Ekyspm Impor Obat, N:
ndeks Kep

M terh atika, s
blik sebesar y = 2 g Prekursor dan Zat Adiktit menday
publik sebesa 03
w9808 A ,
C y

(SangatBaik)
naik sahesa ) 79

dibandi
\ B
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2) Instagram

' 9 kmei.bpom - Follow

INILAT/INDEKS]KERUASAN] kmei.bpom 2m

TR MASYARAKATI(IKM)] HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Vil T 200 iTAHUN}202'5] DITWAS KMEIONAPPZA TAHUN 2025
Kezmagan. N"ulu. dan Ekspor \
I t, kotika, . A
P'Qm'u:;in‘ Prakirsar. den el LAVANAN SKI, AHP, DAN | Hai , pada tahun 2025
91'?-‘.'1;"2’:;.":.’.". VoG $41 Ay g "SREETUINN BLAN ORAT telah dilaksanakan Survei Kepuasan
dan Persetujuan Iklan Obat | RESPONDEN : 72 ORANG. Masyafakat (SKM) Direktol'at
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan

=
KELAMIN § L:280RANG

01/02/03:7 ORANG Ekspor Impor Obat, Narkotika,

PENDIDIKAN:  DU/SI: 27 ORANG
S2/PROFY

/ esysa:as orane ) /T ST engan jumiah Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
|

PERIODE SURVEI 1 APRIL - 30 JUM 2025 Cemngldhesnd Y terhadap 3 (tiga) layanan yaitu SKI Obat

f4poRden manunfukkan dan Bahan Obat, AHP Narkotika,

Indeks Kepuasan Masyarakat

W terhadap pelayanan publik i i r Far i
NILAI IKM : 93,03 | (luoongeyanan puni P5|kotr(4)plka dan Prekursor Farmasi, dan
1 Persetujuan lklan Obat.

Hasil Survei dengan jumlah responden
secara keseluruhan sebanyak 72

A% responden menunjukkan nilai sebesar
Berdasarkan nilai tersebut dapat 3 ici
S salvaR EARES mEte Ryt ’ 93,03 dan dapat disimpulkan bahwa
Direktorat Pengawasan Keamanan, Y nilai mutu layanan Ditwas

| Hutu, dan Ekspor Impor Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan |} KMEIONAPPZA mendapat kategori A
Zat Adiktif mendapat kategori } [ haikd
Nilai tersebut naik <anaat hai

| sebesar 0,79 dibandingkan tahun 2024

2021 2022 2023 2024 2025

‘ 'S o
1500533 (©)umeiopom [ orowas kuer onase=s. [ oivwss kel oNaPpza (1 kmeipomgod
nadt

https://www.instagram.com/p/DNNTCiUzyMU/?igsh=ZDUwaDhtZTIkcmEy&i
mg_index=2
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3) Website
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DITWAS KMEI ONAPPZA TAHUN
2025

RVEIKEPUASAN Masy
‘:“"“n PELAYANAN pyon
DITWAS KMEI ONAPP 2, L/

https://kmei.pom.go.id/index.php/2025/08/11/hasil-survei-kepuasan-
masyarakat-ditwas-kmei-onappza-tahun-2025/

- -9 v ®
RO U k. NILATINDEKS]KEEUASAN]

43

Direkiorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA




2. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun 2024
Pada Tautan :
https://drive.google.com/file/d/1ojaacapgZdEUCI9q1z09UmWG60711XoZ/view?usp=drive link
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